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ABSTRAK

Kebijakan Otonomi Khusus di Papua telah berjalan selama lebih dari dua
dekade sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Dalam
perjalanannya, regulasi ini telah mengalami dua kali perubahan yang cukup
signifikan, yang terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, sebagai
upaya dari pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan dan kesejahteraan di
wilayah Papua. Namun, meskipun alokasi dana fiskal terus meningkat dan
struktur birokrasi yang dimekarkan melalui adanya pembentukan Daerah Otonomi
Baru (DOB), implementasi otonomi khusus hingga kini dinilai masih stagnan,
belum optimal, dan belum mencapai tujuan awal sebagaimana yang dicita-citakan,
yakni mengenai perlindungan, pemberdayaan, dan keberpihakan terhadap Orang
Asli Papua (OAP).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian telaah pustaka atau library
research dengan pendekatan yuridis-normatif yang mengkaji teori otonomi
khusus sebagai pisau analisis. Peraturan perundang-undangan sebagai bahan
primernya, literatur seperti buku, artikel, dan karya ilmiah sebagai bahan
sekundernya. Sifat penelitian menggunakan deskriptif-analitik yang kemudian
menguraikan data objek yang ada yang selanjutnya dianalisis dari perspektif
maslahah mursalah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, kebijakan afirmasi dan
keberpihakan terhadap Orang Asli Papua (OAP) belum terpenuhi secara optimal
dan efektif. Implementasi otonomi khusus Papua juga masih menunjukkan
kegagalan dalam memenuhi standar otonomi khusus secara substansial jika
didasarkan pada prinsip yang dikemukakan oleh Lauri Hannikainen. Kedua,
dalam tataran implementasi, syarat-syarat maslahah mursalah menurut Al-Ghazali
belum terpenuhi secara sempurna. Kegagalan dalam perlindungan terhadap
kebutuhan pokok (dharuriyah) dan ketidakmerataan manfaat menunjukkan bahwa
implementasi otonomi khusu Papua pasca perubahan kedua masih jauh dari
prinsip kemaslahatan yang dicita-citakan.

Kata Kunci: Otonomi Khusus, Problematika, Papua, Maslahah Mursalah



ABSTRACT

The Special Autonomy policy in Papua has been in place for more than
two decades since the enactment of Law Number 21 of 2001. Over time, this
regulation has undergone two significant amendments, the latest being through
Law Number 2 of 2021, as an effort by the government to accelerate development
and welfare in the Papua region. However, despite the increasing allocation of
fiscal funds and the expansion of the bureaucracy through the establishment of
New Autonomous Regions (DOB), the implementation of special autonomy is still
considered stagnant, suboptimal, and has not yet achieved its original goals,
namely regarding the protection, empowerment, and advocacy for the Indigenous
Papuans (OAP).

This study employs a type of research known as literature review or
library research with a juridical-normative approach that examines the theory of
special autonomy as an analytical tool. Legislation serves as the primary
material, while literature such as books, articles, and scientific works serves as
secondary material. The nature of the research is descriptive-analytical, which
then describes the existing object data and is subsequently analyzed from the
perspective of maslahah mursalah.

The results of this study indicate that: first, affirmative policies and
favoritism towards the Indigenous Papuans (OAP) have not been fulfilled
optimally and effectively. The implementation of Papua's special autonomy also
still shows a failure to meet the standards of special autonomy substantially if
based on the principles put forward by Lauri Hannikainen. Second, at the level of
implementation, the conditions of maslahah mursalah according to Al-Ghazali
have not been fully met. The failure to protect basic needs (dharuriyah) and the
uneven distribution of benefits shows that the implementation of Papua's special
autonomy post the second amendment is still far from the ideals of welfare
principles.

Keywords: Special Autonomy, Issues, Papua, Maslahah Mursalah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam menyusun skripsi ini
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A. Konsonan Tunggal

Huruf
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Arab
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& Sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J je
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Nama Huruf Latin Nama
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Ditulis

iddah

C. Ta’Marbutah di Akhir Kata

1. Bila ta’ marbutah dibaca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab

yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salah, zakat, dan

sebagainya.
Ay ad) Ditulis Al-madinah
IO Ditulis Raudah

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka
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JubYiss

Ditulis

Raudah al-Atfal

ditulis t atau h

Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dhammah
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D. Vokal Pendek
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2. Kasrah Ditulis I
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E. Vokal Panjang

Xi




1. | Fathah + alif ditulis a
Olaaniin) ditulis Istihsan
2. | Fathah + ya’ mati ditulis a
bl ditulis Unsa
3. | Kasrah + ya’ mati ditulis 1
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H. Kata Sandang Alif+Lam
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By EN|
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2. Bila diikuti dengan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan | (el) nya
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J. Huruf Kapital
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Praktik penyelenggaraan akan kebijakan otonomi khusus ini pada dasarnya
telah dijamin oleh konstitusi. Pemerintah secara resmi mengakui eksistensi
satuan-satuan pemerintahan yang sifatnya khusus, yakni yang memperoleh
desentralisasi berbentuk asimetris atau yang sifatnya berbeda dengan daerah
yang lain. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Negara
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat

khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang."*

Adapun
maksud dari penerapan otonomi khusus ini yakni sebagai wujud dari
komitmen atas pemberian manfaat bagi seluruh masyarakat serta perhatian
khusus bagi kelompok yang terpinggirkan. Dalam hal ini, Papua menjadi salah
satu daerah yang mendapatkan kekhususan itu, yang mana terdapat sejarah
panjang yang melatarbelakangi hal ini.

Integrasi Papua ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) melalui Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969

menjadi awal dari adanya ketidakadilan serta diskriminasi yang dialami oleh

! pasal 18B ayat (1).



Papua sebagai akibat dari distribusi yang tidak merata atas sumber daya alam
dan berbagai hasil pembangunan ekonomi yang dilangsungkan pada masa
orde baru. Kejadian inilah yang memicu adanya perlawanan dari rakyat Papua
yang juga menimbulkan konflik di sana.? Dari sinilah, kebijakan terkait
otonomi khusus ini hadir sebagai penyelesaian atas permasalahan yang terjadi
di Papua melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Historisitas lahirnya kebijakan otonomi khusus ini dapat ditinjau dari
dua sisi, yakni secara sosial ekonomi dan sosial politik. Secara sosial ekonomi,
realita yang mendesak pemerintah pusat untuk menerapkan kebijakan khusus
bagi Papua yakni terkait dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Papua
yang dapat dikatakan sangat memilukan, berbanding terbalik dengan sumber
daya alam melimpah yang ada di dalamnya.

Sedangkan, secara sosial politik, historis lahirnya Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ini
lantaran desakan rakyat Papua yang menuntut Papua untuk merdeka yang
berlangsung sejak tahun 1998 hingga 2000. Terdapat 4 (empat) alasan utama
atas munculnya permasalahan Papua ini, yakni (1) permasalahan sejarah
integrasi politik Papua, (2) terjadinya berbagai macam kekerasan negara dan
pelanggaran HAM terhadap rakyat Papua, (3) kegagalan pembangunan dalam

bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur, dan (4) pembatasan

2 Samparisna Koibur, “Sejarah Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Menyelesaikan
Konflik,” Journal Syntac Idea, Vol. 6 No. 9 (2024), him. 6077.



dan efek diskriminatif.> Aksi tuntutan merdeka ini disampaikan oleh rakyat
Papua melalui aksi damai yang lantas memuncak pada tahun 1999 dengan
wujud tatap muka yang dilakukan oleh 100 orang perwakilan Papua dengan
Presiden B.J. Habibie di Istana Negara. Perwakilan Papua ini menyampaikan
bahwa Papua menginginkan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) yang kemudian disampaikan oleh rakyat Papua
melewati Kongres Papua |1 pada tahun 2000.*

Sesuai dengan konsiderans Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, tujuan otonomi khusus ini
“dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi
dan melindungi hak dasar Orang Asli Papua, baik dalam bidang ekonomi,

”5

politik, maupun sosial-budaya, perlu diberi kepastian hukum.”> Dalam bidang
ekonomi sendiri, pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua® ini berupa
pemberian insentif dari Pemerintah melewati Dana Otonomi Khusus Papua
yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah-daerah sehingga

dapat mengejar ketertinggalan pembangunan yang telah dilakukan di provinsi

yang lain. Otonomi khusus ini juga memberikan keberpihakan bagi Orang Asli

% Rindang Mustikawati dan Arief Maulana, “Provinsi Papua Sebelum dan Setelah 18
Tahun Pemberian Dana Otonomi Khusus,” Jurnal Public Policy, VVol. 6 No. 2 (2020), him. 81.

* Stepanus Malak, Otonomi Khusus Papua, (Jakarta: Ar-Raafi, 2012), him. 53-54.

% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

® Provinsi Papua sendiri merupakan daerah yang masih memiliki ketertinggalan dalam hal
pembangunannya jika dibandingkan dengan provinsi yang lainnya.



Papua (OAP) untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan
karakteristik masyarakat Papua.

Tidak hanya itu, kebijakan ini juga sebagai jawaban dari Pemerintah
mengurangi berbagai persoalan yang timbul sejak Papua bergabung ke NKRI
beserta dinamika sosial politik yang di dalamnya terdapat tuntutan untuk
memisahkan diri dari Indonesia.’

Pemberian otonomi khusus ini tidak hanya untuk mengatasi konflik
yang ada di Papua, tetapi juga untuk memberikan kewenangan serta ruang
yang lebih luas bagi masyarakat Papua dalam hal mengatur dan mengelola
rumah tangga yang dimiliki dalam batas kerangka NKRI serta memecahkan
segala permasalahan yang ada.® Namun, dalam penerapannya, kebijakan
otonomi khusus ini dinilai belum maksimal dan memberikan hasil yang
berarti. Sudah 20 tahun lebih otonomi khusus diterapkan di Papua, 2 (dua) kali
perubahan pun sudah dilakukan untuk menyempurnakan penerapannya.
Namun demikian, masih banyak permasalahan yang masih terus muncul dan
menghambat tercapainya tujuan dari otonomi khusus itu sendiri.® Bahkan di
tahun 2024 saja, periode 1 Januari hingga 1 Juni, terdapat 41 kasus kekerasan

yang telah dicatatkan oleh Komnas HAM RI Perwakilan Papua yang

" Methodius Kossay, “Kajian Konseptual Kebijakan Pemerintah Pusat untuk

Menyelesaikan Konflik Papua di Indonesia (Perspektif UU Otonomi Khusus Papua),” Syntax
Literate:Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7 No. 5 (2022), him. 5113.

® Dieva A. Habibie, Jhessica H. G., dkk., “Efektivitas Status Otonomi Khusus di Provinsi
Papua Guna Mencegah Konflik Kekerasaan Ditinjau Dari Hukum Masyarakat dan Good
Governance,” Jurnal Hukum Malahayati, VVol. 4 No. 2 (2023), him. 105.

9 Methodius Kossay, “Kajian Konseptual Kebijakan Pemerintah Pusat untuk
Menyelesaikan Konflik Papua di Indonesia (Perspektif Otonomi Khusus Papua),” Syntax Literate:
Jurnal lImiah Indonesia, Vol. 7 No. 5 (2022), him. 5114.



didominasi adanya kejadian kontak senjata dan penembakan dengan total 25
kasus. Di samping itu, kasus lainnya berupa penganiayaan sejumlah 10 kasus
dan perusakan fasilitas publik sejumlah 7 kasus. Sehubungan dengan hal itu,
terdapat wilayah sebaran kasus kekerasan tersebut yang meliputi, Kabupaten
Intan Jaya, Papua yang mana sebagai wilayah dengan total kasus terbanyak
sejumlah 8 kasus, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Painai dengan total 6
kasus, Kabupaten Puncak dengan total 5 kasus, Kabupaten Pegunungan
Bintang dan Kabupaten Nabire dengan total 3 kasus, dilanjutkan dengan total
2 kasus yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Keerom, serta
Kabupaten Jayawijaya, dan yang paling sedikit terjadi di Kabupaten Dogiyali,
Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Maybrat, serta Papua
Barat dengan total 1 kasus.™

Lebih lanjut, terdapat indikasi ketidaksinkronan antara regulasi dan
realita yang terjadi, yang mana peningkatan alokasi dana otonomi khusus atas
amanat perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua belum berbanding lurus dengan
peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, adanya
perubahan kewenangan lembaga representasi kultural — MRP diindikasikan
juga akan berdampak pada efektivitas dari otonomi khusus itu sendiri.

Fenomena inilah yang menuntut adanya kajian mendalam mengenai

19 pythag Kurniati, “Komnas HAM: 41 Kasus Kekerasan Terjadi di Papua hingga Juni
2024, 53 Orang Jadi Korban,” https://regional. kompas.com/read/2024/06/04/050000878/komnas-
ham--41-kasus-kekerasan-terjadi-di-papua-hingga-juni-2024-53-orang, akses 08 Oktober 2024.



implementasi otonomi khusus pasca perubahan kedua Undang-Undang
Otonomi Khusus Papua.

Beberapa penelitian sebelumnya sudah banyak membahas terkait aspek
dari kebijakan otonomi khusus Papua, tetapi kajian yang menganalisis terkait
problematika implementasi otonomi khusus Papua dari perspektif maslahah
mursalah masih tergolong jarang. Sedangkan, konsep maslahah mursalah yang
fokus pada kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat dapat menjadi
kerangka analisis yang sesuai untuk memahami akar permasalahan yang
dihadapi dalam pengimplementasian otonomi khusus Papua.

Maka sebagaimana uraian di atas, Penyusun kemudian tertarik untuk
menyusun skripsi dengan judul "PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI
OTONOMI KHUSUS PAPUA PASCA PERUBAHAN KEDUA UNDANG-
UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 PERSPEKTIF MASLAHAH

MURSALAH."

. Rumusan Masalah

Berangkat dari paparan latar belakang di atas, berikut ini rumusan masalah

yang menjadi pokok bahasan penelitian ini:

1. Bagaimana problematika implementasi otonomi khusus Papua pasca
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua?

2. Bagaimana problematika implementasi otonomi khusus Papua pasca
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua perspektif maslahah mursalah?



C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, Penyusun

memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

a.

Untuk menganalisa problematika implementasi otonomi khusus Papua
pasca perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Untuk menganalisa problematika implementasi otonomi khusus Papua
pasca perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua perspektif maslahah

mursalah.

2. Kegunaan

Dalam penelitian ini, Penyusun berharap adanya manfaat yang diperoleh

antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Berguna untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya
di bidang Hukum Tata Negara dalam problematika pada implementasi
otonomi khusus Papua. Selain itu, berguna untuk memperkaya
referensi penulisan suatu karya yang berkaitan dengan otonomi khusus
Papua.

Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi perhatian bagi masyarakat

secara luas, utamanya untuk memperkaya pemahaman dan



memberikan solusi serta rekomendasi atas problematika yang terjadi

dalam implementasi otonomi khusus Papua.

D. Telaah Pustaka
Setelah dilakukan peninjauan dari berbagai literatur yang terkait dengan tema
"Problematika Implementasi Otonomi Khusus Papua Pasca Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Perspektif Maslahah Mursalah”.
Ditemukan beberapa karya hasil penelitian yang memiliki keterkaitan tema
dengan penelitian ini, tetapi tidak ada yang sama secara spesifik membahas
tentang tema ini.

Beberapa karya tersebut di antaranya, pertama adalah skripsi yang
ditulis olen Ahmad Imam Buhori dengan judul "Perubahan Otonomi Khusus
Papua Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Perspektif Maslahah
Mursalah".** Penelitian ini membahas mengenai faktor yang mendasari
perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua serta perubahan otonomi
khusus Papua dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dalam perspektif
maslahah mursalah. Walaupun sekilas terdapat keterkaitan pembahasan, tetapi
penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian Penyusun. Dalam hal ini,
penelitian Penyusun berfokus pada problematika yang terjadi pasca perubahan
kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 lalu meninjaunya dari

perspektif maslahah mursalah.

1 Ahmad Imam Buhori, “Perubahan Otonomi Khusus Papua Terhadap Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 Perspektif Maslahah Mursalah,” Skripsi thesis UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2022).



Karya kedua adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Jonathan J.P.L., |
Putu Darma W., dan | Made Yudha S., dengan judul "Problematika
Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Kepada Daerah Papua dan Papua
Barat dengan Perspektif Kebijakan Publik".** Penelitian ini berfokus pada
kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan otonomi khusus di Papua dan
Papua Barat serta rekomendasi terkait penyelesaian problematika tersebut.
Jika dibandingkan dengan penelitian Penyusun, dalam hal ini Penyusun
berfokus pada problematika atas implementasi otonomi khusus di Papua
secara keseluruhan.

Karya ketiga adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Haira Zulfia, Aldri
Finaldi, dan Lince Magriasti dengan judul "Problematika Pelaksanaan
Otonomi Khusus di Papua: Ditinjau dari Indeks Pembangunan Manusia".*®
Penelitian ini membahas pada permasalahan yang terjadi dalam penerapan
otonomi khusus di Papua yang ditinjau dari segi Indeks Pembangunan
manusia. Tentu jika dibandingkan dengan penelitian Penyusun terdapat
perbedaan dari sisi peninjauannya, yang mana Penyusun akan meninjau dari
perspektif maslahah mursalah.

Karya keempat adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Suriadin yang

berjudul "Analisis Resolusi Konflik Pasca Disahkannya Undang-Undang

12 Jonathan J.P. Latupeirissa, | Putu Darma W., dan | Made Y.S., "Problematika
Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Kepada Daerah Papua dan Papua Barat dengan
Perspektif Kebijakan Publik," Sawala: Jurnal Administrasi Negara, VVol. 9 No. 2 (2021).

3 Haira Zulfia, Aldri Finaldi, dan Lince Magriasti, "Problematika Pelaksanaan Otonomi
Khusus di Papua: Ditinjau dari Indeks Pembangunan Manusia,” Jurnal Manajemen Publik dan
Kebijakan Publik, VVol. 5 No. 2 (2023).
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Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Jilid Il Papua™.** Sesuai
dengan judul yang telah tercantum, bahwa dengan jelas dapat dipaparkan
penelitian ini membahas terkait resolusi konflik melalui Undang-Undang
Otonomi Khusus Jilid 1l. Tidak hanya itu, penelitian ini juga menjelaskan
mulai dari sejarah integrasi Papua hingga poin strategis Undang-Undang
Otonomi Khusus Papua tahun 2001. Sedangkan untuk penelitian Penyusun

sendiri akan berfokus pada analisis problematikanya.

E. Kerangka Teoritik
Penelitian ini sendiri menggunakan 2 (dua) teori. Pertama, teori otonomi
khusus. Teori ini sebagai landasan dalam menganalisis dan mengkaji sejauh
mana implementasi kebijakan pasca perubahan kedua undang-undang otonomi
khusus Papua tesebut telah sesuai atau belum dengan prinsip-prinsip yang
dimiliki oleh otonomi khusus itu sendiri serta untuk melihat standar
keberhasilan otonomi khusus secara substansial. Kedua, teori maslahah
mursalah. Kegunaan teori ini adalah untuk memberikan pemahaman dan
landasan dalam hal menganalisis implementasi kebijakan pasca perubahan
kedua undang-undang otonomi khusus Papua telah memenuhi prinsip
maslahah mursalah atau belum. Kedua teori ini menjadi sangat penting dalam
hal penggunaan sebagai pisau analisis dalam menemukan jawaban terhadap
rumusan masalah dalam penyusunan skripsi ini. Dalam hal penggambaran

secara singkat dari beberapa teori tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

¥ Suriadin, "Analisis Resolusi Konflik Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Jilid 11 Papua,” Politeia: Jurnal IImu Politik, Vol. 14 No. 2
(2022).
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1. Teori Otonomi Khusus

Otonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani serta terdiri dari dua kata,
yakni autos yang artinya sendiri dan nomos yang artinya undang-undang.
Maka, jika digabungkan otonomi dapat diartikan sebagai membuat
perundang-undangan  sendiri  (zelfwetgeving).  Namun,  seiring
perkembangannya, konsep otonomi ini juga meliputi pemerintahan sendiri
(zelfbestuur). Sedangkan menurut pemahaman dari VVan Der Pot, konsep
otonomi daerah ini dipahami sebagai eigen huishouding (menjalankan
rumah tangga sendiri).*®

Dalam hal tingkatan konsep, otonomi dapat didefinisikan sebagai
hak yang diberikan kepada masyarakat yang menetap dalam suatu wilayah
tertentu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan
tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terdapat 2 (dua) ciri dasar dari otonomi, yakni legal selfsufficiency dan
actual independence. Jika dikaitkan dengan politik dan pemerintahan,
otonomi daerah ini sebagai hasil dari kebijakan desentralisasi dan
demokrasi, otonomi ini harus dipahami sebagai sebuah jalan untuk
mencetuskan ruang bagi pemerintahan daerah yang berfokus pada
kepentingan masyarakat luas.*®

Seiring dengan hal itu, dapat dilihat bahwa otonomi daerah yang

diterapkan di negara yang berbentuk kesatuan bersifat lebih terbatas jika

!> Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2020), him. 83.

1 Achmad Fauzi, “Otonomi Daerah dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang Baik,” Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 16 No. 1 (2019), him. 130.
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dibandingkan dengan negara yang berbentuk federasi, yang mana
kewenangan yang diberikan dalam mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri ini meliputi urusan pemerintahan yang bersifat
konkuren, tentunya diluar dari kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah
pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter
dan fiskal nasional, dan agama.’

Konsep otonomi daerah ini kemudian berkembang lebih dalam
menjadi sebuah gagasan berupa otonomi khusus, yang mana diberikan
kepada wilayah-wilayah atas kondisi tertentu yang melatarbelakangi
seperti  kekhususan sejarah, budaya, hingga kondisi geografis.
Sebagaimana bentuk spesifik dari otonomi daerah, otonomi khusus ini
memberikan kewenangan yang bersifat khusus untuk mengatur dan
mengurus urusan rumah tangganya yang didasarkan pada aspirasi
masyarakat dan perundangan yang berlaku.®

Jika didasarkan dalam hukum internasional. kebijakan ini hadir
sebagai salah satu upaya untuk menghindari adanya proses disintegrasi

bangsa dari suatu negara. Di lain sisi, otonomi khusus juga bertujuan

Y Handrini Ardiyanti, “Hubungan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Implementasi
Otonomi Khusus (Suatu Tinjauan Teori Sikap, Teori Dialektika, dan Komunikasi Antar Budaya),”
dalam Lili Romli (ed.), Kebijakan dan Implementasi Otonomi Khusus di Papua dan Aceh (Jakarta:
P3DI Setjen DPR RI, 2012), him. 46.

18 Askari Razak, “Konseptualisasi Otonomi Khusus dalam Tinjauan Otonomi Daerah:
Konstruksi dan Formulasi,” Ajudikasi: Jurnal limu Hukum, Vol. 7 No. 2 (2023), him. 317.
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untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah-daerah yang

masih tertinggal .*®

2. Teori Maslahah Mursalah
Maslahah mursalah meliputi dua kata, yaitu kata muslahah dan mursalah.
Maslahah secara etimologis berasal dari kata salaha yang artinya baik.
Sementara, secara terminologis terdapat beberapa pandangan terkait
dengan definisi dari maslahah itu sendiri. Namun, pada dasarnya maslahah
merupakan pengambilan manfaat dan penolakan kemudaratan dalam
rangka pemeliharaan tujuan.

Maslahah mursalah ini sebagai metode atau cara untuk istinbat
hukum yang didasarkan pada kemaslahatan, yang mana secara umum
memang tidak mendapatkan legalitas khusus dari nash tentang
kevalidannya. Kemaslahatan inilah yang juga dapat diartikan sebagai
kemanfaatan.?’

Dalam hal penegakan hukum dan pelaksanaan suatu aturan, tujuan
yang dicapai ini harus didasarkan pada kepastian hukum dan keadilan
hukum. Selain itu, juga harus didasarkan pada kemanfaatan hukum yang
dihasilkan bagi masyarakat atau mencapai kemaslahatan manusia. Adapun

berkaitan dengan syariah hukum Islam, mencapai apa yang disebut dengan

kemaslahatan manusia atau kepentingan umum ini merupakan tujuan

% Eka P. Fatmasari, Lutfi Rifada, dkk., “Otonomi Khusus sebagai Bentuk Desentralisasi
Politik pada Daerah Rentan Konflik,” Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, Vol. 3
No. 2 (2023), him. 191.

%0 Mohammad Rusfi’, “Validitas Maslahat al-Mursalah sebagai Sumber Hukum,” AL-
Adalah, Vol. 7 No. 1 (2014), him. 66.
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utama disyariatkannya hukum Islam. Dengan demikian, sebagai teori yang
sentral, maslahah mursalah ini menjadi landasan utama untuk
menganalisis apakah implementasi kebijakan otonomi khusus ini telah

mewujudkan kemaslahatan umum bagi masyarakat Papua.

F. Metode Penelitian

Secara bahasa, penelitian berasal dari terjemahan kata research dari bahasa
Inggris, yang terdiri dari 2 (dua) kata yakni re yang artinya kembali dan to
search yang artinya mencari, jadi secara keseluruhan pengertian dari
penelitian adalah mengumpulkan kembali pengetahuan.?* Sedangkan
metodologi penelitian sendiri merupakan sekumpulan kegiatan dalam hal
memperoleh kebenaran atas studi penelitian, diawali dengan proses
terbentuknya gagasan atas rumusan masalah yang memunculkan hipotesis
awal, dengan adanya landasan dan persepsi penelitian terdahulu agar
penelitian tersebut dapat diolah serta dianalisis sehingga pada akhirnya
tercipta suatu kesimpulan baru.?> Oleh karena itu, guna memberikan
kemudahan dalam hal mengarahkan metode penelitian dalam skripsi ini, maka
Penyusun menyajikan beberapa hal terkait dengan metode penelitian ini
sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

2! sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi
Media Publishing, 2015), him. 4.

22 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia,
2021), him. 1.
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Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah
penelitian pustaka (library research). Dalam pemerolehan data-data
penelitiannya, didapatkan dari koleksi kepustakaan saja yang meliputi
buku, jurnal, ensiklopedia, kamus, dan lain sebagainya.?® Oleh sebab itu,
penelitian ini hanya dibatas pada pemakaian data sekunder saja atau pada
bahan-bahan koleksi kepustakaan saja, tidak memakai data primer atau
data empiris.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini  bersifat deskriptif-analitik, yang mana dengan
mendeskripsikan objek yang ada. Dalam hal ini, dilakukan analisis
problematika terhadap objek yang telah dideskripsikan yakni Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua dengan menggunakan teori yang telah diuraikan.

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan oleh Penyusun yakni pendekatan
normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute
approach).

4. Sumber Data
Penyusun menggunakan data sekunder dengan 3 (tiga) bahan hukum
dalam penyusunan penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer

2 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
Indonesia, 2004), him. 2.
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merupakan bahan hukum yang memiliki kaitan langsung dengan objek
penelitian.

Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi khusus meliputi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, dan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang
memberikan penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder
ini meliputi buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, maupun pendapat ahli yang
berkaitan dengan tema yang akan dikaji dalam skripsi ini. Kemudian
bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan
penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang
mana bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus dan ensiklopedia.

. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi

kepustakaan atau literatur. Dalam hal ini, data yang ada dihimpun dengan
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mengkaji dan menganalisis informasi dari berbagai sumber. Sumber
sumber yang digunakan ini meliputi buku, artikel jurnal, berita, dan
peraturan perundang-undangan yang membahas tentang problematika

otonomi khusus Papua dari perspektif maslahah mursalah.

. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti dua tahap. Tahap pertama
adalah identifikasi data secara sistematis dengan mengklasifikasikan
bahan hukum tertulis, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi
Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Setelah itu, mencakup buku, jurnal,
dan bahan lainnya yang terkait dengan problematika otonomi khusus
Papua dari perspektif Maslahah Mursalah. Tahap kedua melibatkan
penyusunan dan penyederhanaan data berdasarkan hasil pengkajian.
Tujuannya adalah agar peneliti memperoleh data yang sesuai dengan objek
penelitian dan mudah dipahami, sehingga dapat disusun dalam kesimpulan

yang jelas.
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G. Sistematika Pembahasan
Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Problematika Implementasi Otonomi
Khusus Papua Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 Perspektif Maslahah Mursalah” maka sistematika penulisan yang
digunakan akan dibagi dalam beberapa bab secara tersusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang
menjelaskan perihal gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh
Penyusun.

Bab kedua membahas terkait pemaparan teori otonomi khusus dan
maslahah mursalah yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian.

Bab ketiga membahas tentang kondisi otonomi khusus Papua pasca
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang menjadi objek
kajian dalam penelitian ini.

Bab keempat berisikan analisis mengenai problematika implementasi
otonomi khusus Papua pasca perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 dari perspektif maslahah mursalah.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang
merupakan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini dengan
dilengkapi saran yang merupakan pendapat atau rekomendasi yang diberikan

oleh Penyusun terkait penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Bahwasanya implementasi Otonomi Khusus Papua pasca perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ini masih menimbulkan adanya
kesenjangan antara tujuan awal kebijakan dengan kenyataan sosial.
Keberpihakan pada Orang Asli Papua yang disebut sebagai tujuan utama
pemberlakuan otonomi khusus justru belum terpenuhi secara optimal dan
efektif. Selain itu, jika didasarkan pada prinsip yang dikemukakan oleh
Lauri Hannikainen atas kewenangan dan aspek-aspek yang harus dimiliki
oleh suatu daerah otonomi khusus, implementasi otonomi khusus ini masih
menunjukkan kegagalan dalam memenuhi standar otonomi khusus secara
substansial.

2. Sebagaimana tujuan kebijakannya, otonomi khusus dapat diterima sebagai
instrumen maslahah mursalah, sebagai sesuatu yang mengandung
maslahat, yang tidak memiliki kejelasan nash, namun tetap sejalan dengan
syara’. Namun, dalam implementasinya, syarat-syarat yang harus dipenuhi
sebagai wujud dari maslahah mursalah sebagaimana pendapat Al-Ghazali

belum terpenuhi secara sempurna. Kegagalan dalam perlindungan

74
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terhadap kebutuhan pokok (dharuriyah) dan ketidakmerataan manfaat
menunjukkan bahwa implementasi otonomi khusus Papua pasca
perubahan kedua masih jauh dari prinsip kemaslahatan yang dicita-citakan.
Dengan demikian, implementasi kebijakan otonomi khusus Papua pasca
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ini masih jauh

dari prinsip kemaslahatan di dalamnya.

B. Saran

1. Restorasi peran Majelis Perwakilan Papua sebagai representasi kulturaal
Orang Asli Papua melalui perubahan diksi yang multitafsir pada Pasal 76
ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

2. BP3OKP sebagai pengawas harus mewajibkan setiap provinsi membuka
dan menyajikan data terkait pengelolaan Dana Otonomi Khusus secara
transparan.

3. BP3OKP sebagai pengawas juga harus mewajibkan setiap provinsi
membuka dan menyajikan data terkait etnisitas ASN agar kebijakan kuota

80% ASN dapat diaudit secara optimal dan jujur.
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